BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR %7. TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan
pengadaan barang/jasa, dipandang perlu menectapkan

Standar Pelayanan Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Bagian Layanan
Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobl dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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11.

13.

14.
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sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Uandang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741]);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan;




16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretarrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatob: Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi {Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijjakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah Nomor 5 Tahun 2012 tentang

~ Unit Layanan Pengadaan;

21.

22.

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 13 Tahun 2013
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Staf
Ahli Bupati Wakatobi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

SRR
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Bupati adalah Bupati Wakatobi.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kabupaten Wakatobt.
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10.

L1

12.

13,

14.

15.

16.

17.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Walkatobi.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wakatobi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingicungkup Pemerintah
Kabupaten Wakatobi.

Bagian Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat BLP adalah
Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang bertugas
menyelenggarakan  seluruh  pelayanan  pengadaan barang/jasa
pemerintah  secara terintegrasi dan terpadu sesuai  peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagl setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa pemerintah
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah suatu tolok
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dan pengguna dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terarah
dan terukur.

Indikator Standar Pelayanan adalah tolok ukur prestasi kualitatif dan
kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran
yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SP tertentu, berupa
masukan, proses, hasil dan/atau manfaat serta evaluasi pelayanan.

Kompetensi personal adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
petugas meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan
perilaku.

Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan dilakukan, baik
pemben maupun penerima layanan termasuk pengaduan.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegjatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau
kegiatan apakah sesuai dengan SP atau tidak.

Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan wuntuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan.

Mekanisme penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

SP BLP disusun dengan maksud sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pada
BLP.
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Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan penetapan SP BLP adalah :

a. memberikan pedoman bagi BLP dalam penyelenggaraan pelayanan
pengadaan barang/jasa;

b. mewujndkan sistern penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa
yvang efektif, efisien, transparan, kredibel, akuntabel, dan berkeadilan;

c. menjamin hak-hak masyarakat dan pengguna dalam memperoleh
pelayanan pengadaan barang/jasa secara proporsional.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Fungsi SP BLP adalah :
a. sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja BLP;
b. sebagai tolok ukur kinerja BLP.

BAB III
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
Pasal 5
(1) Komponen SP BLP meliputi:
a. dasar hukum pelayanan;
b. persyaratan;
c. sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan BLP;
d. jangka waktu penyelesaian;
. blaya/tarif layanan;
sarana dan prasarana;

. kompetensi personal;

5o e

. produk layanan;

—_

pengawasan Intemal;

J- mekanisme penanganan pengaduan dan saran;
k. jumiah personit BLP;

. jaminan pelayanan;

m.jaminan keamanan; dan

n. evahuasi Kinerja Personal.

{2) Komponen SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan.
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Pasal 6
Kepala BLP bertanggung jawab dalam mengimplementasikan SP BLP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian
kinerja BLP sebagaimana yang ditetapkan dalam SP BLP melalui SKPD
yang memiliki fungsi pengawasan.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretariat Daerah
dan [nspektorat.
Pasal 8

BLP melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Pemenuhan SF BLP dilakukan secara bertahap dan selambat-lambatnya 2
{dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah
Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal %0 -1l - 2013

BUPATI WAKATOBI,

HUGUA
Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal %0 —~ Il -~ 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATORI,
SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 31
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